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KEPUTUSAN MENTERI KESEHAT AN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 125/MENKES/SK/1112008 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM JAMINAN 
KESEHATAN MASYARAKA T TAHUN 2008 

Menimbang 

Mengingat 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya 
masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan 
Bagi Masyarakat Miskin; · 

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan keuangan negara, dipandang perlu menata kembali 
penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 
Masyarakat Miskin; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan b perlu suatu pedoman penyelenggaraan yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Kesehatan; 

1. Undang-Undang Nomor 23 T a hun 1992 ten tang Kesehatan (Lembaran 
Negara T ahun 1992 Nomor 100, Tam bah an Lembaran Negara Nomor 
3495); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 T ahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan T anggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
{Lembaran Negara T a hun 2004 Nomor 116, Tam bah an Lembaran Negara 
Nomor 4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 125, T ambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 T ahun 2005 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 T a hun 2005 ten tang Peru bah an Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

8. Undang-Undang Nomor 45 T ahun 2007 ten tang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 T ahun 1996 ten tang T enaga Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

. Nomor 3637); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara T ahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T ahun 2007 ten tang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4 7 41); 

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 
Fungsi, Susunan Organisasi dan T ata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 94 T ahun 2006; 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Ke8a Departemen Kesehatan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/ 
Xll/2007 

MEMUTUSKAN: 

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHAT AN TENT ANG PEDOMAN 
PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM JAMINAN 
KESEHAT AN MASYARAKA T T AHUN 2008. 

: Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu 
sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini. 

: Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai 
acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta pihak lain yang terkait 
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan bantuan sosial program jaminan 
kesehatan masyarakat. 

: Pemberi Pelayanan Kesehatan yang telah bekerja sama dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam program askeskin, dinyatakan 
masih tetap melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengacu pada 
pedoman ini. 



~ . ~ ... 
\ ·' ,. 

Kelima 

Keenam 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

: Klaim-klaim pelayanan kesehatan program jaminan pemeliharaan kesehatan 
masyarakat miskin Tahun 2007 yang belum diselesaikan, berdasarkan atas 
penugasan kepada PT. ASKES (Persero) akan diselesaikan setelah dilakukan 
audit oleh aparat pengawas fungsional. 

: Keputusan ini mulai ber1aku sejak tanggal 1 Januari 2008. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Pebruari 2008 

ILAH SUPARI, Sp.JP(K) 
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